BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR {1 TAHUN 2024
TENT ANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang @ a bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah

Mengingat:

b

c

d

1.

2

3.

satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk
membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
dacrah datam mempercepat dan mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa papk daerah dan retribusi daerah di Kabupaten
Pinrang memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan
pendapatan daerah berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan
akuntabilitas;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Amntara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenia
Papk dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan
Oacrah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi
di Daeraly;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huraf a huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajpk Daerah dan Retntbusi
Daerah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomer 29 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat 1 di Sulawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia
Talhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2023 tentang FPengtapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomotr 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor &757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nemor 1 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 6646);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajpk Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga
Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6848);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umuwm Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nemaor 835,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
688L);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan
BUFATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

b

Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bupati adalah Bupati Pinrang.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan regara
Republik Indonesia yang dibantu cleh Walkil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
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